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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh Political Background, 
Transparansi Kebijakan Publik Dan Pengetahuan Dewan Tentang 
Anggaran Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan 
Daerah (APBD) Kabupaten Badung dan Kabupaten Klungkung. 
Populasi dalam penelitian ini sebanyak 70 orang. Metode penentuan 
sampel yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode non probability 
sampling dengan teknik sampling jenuh dengan teknik analisis regresi 
berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Political background, 
Transparansi kebijakan public dan Pengetahuan anggota DPRD 
berpengaruh positif terhadap peran DPRD dalam pengawasan 
keuangan daerah berpengaruh positif terhadap peran DPRD dalam 
pengawasan keuangan daerah. Mengacu dari temuan penelitian maka 
anggota DPRD hendaknya selalu menjaga political baground, 
meningkatkan transparansi kebijakan publik dan meningkatkan 
pengetahuan tentang anggaran. 
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Political Background, Transparency of Public Policy, 
Knowledge of the Council on Budgets and the Role of DPRD in 

Regional Financial Supervision (APBD) 
 

 ABSTRACT 
The purpose of this study was to analyze the influence of Political Background, 
Transparency of Public Policy and Knowledge of the Council on Budgets on 
the Role of DPRD in Regional Financial Supervision (APBD) of Badung 
Regency and Klungkung Regency. The population in this study were 70 people. 
The sampling method used in this study is a non-probability sampling method 
with a saturated sampling technique with multiple regression analysis 
techniques. The results showed that political background, transparency of 
public policies and knowledge of DPRD members had a positive effect on the 
role of DPRD in regional financial supervision and had a positive effect on 
DPRD's role in regional financial supervision. Referring to the research 
findings, DPRD members should always maintain the political background, 
increase public policy transparency and increase knowledge about the budget. 
  

Keywords: Political Background; Public Policy Transparency; Board 
Knowledge; Regional Financial Supervision 
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PENDAHULUAN  
Peran fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Klungkung dan Badung terhadap 
penggunaan anggaran adalah untuk mengetahui tujuan penggunaan anggaran 
yang telah dilaksanakan sebelumnya. Oleh sebab itu, peran pengawasan yang 
dilakukan oleh DPRD Kabupaten Klungkung dan Badung terhadap anggaran 
pendapatan belanja daerah mencangkup memantau, membuat laporan, dan 
melaksanakan tugas fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran. Dengan 
diberlakukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 
dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka kekuasaan atau tanggung jawab yang 
dibebankan kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya secara 
maksimal menjadi lebih besar. Salah satu aspek penting dalam rangka 
pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi adalah masalah keuangan daerah 
dan anggaran daerah (APBD). Untuk mewujudkan otonomi daerah dan 
desentralisasi yang luas, nyata dan bertanggungjawab diperlukan manajemen 
keuangan daerah yang mampu mengontrol kebijakan keuangan daerah secara 
ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel (Winarna & Murni, 2007). 

Menurut pendekatan behaviorisme, individu dianggap secara aktual 
melakukan kegiatan politik, sedangkan perilaku lembaga politik pada dasarnya 
merupakan perilaku individu dengan pola tertentu. Oleh karena itu, untuk 
menjelaskan perilaku suatu lembaga politik yang perlu 
ditelaah bukan lembaganya, melainkan latar belakang individu yang mengendali
-an lembaga tersebut. Political background merupakan latar belakang dari 
pengalaman individu dalam berkecimpung di dunia politik. Political background 
ini meliputi pengalaman di DPRD, asal parpol koalisi, dan asal komisi. Dalam 
menjalankan tugasnya, anggota DPRD diharuskan untuk mematuhi aturan kerja 
yang telah ditetapkan sesuai komisi masing-masing. Perbedaan latar belakang 
politik sering menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat   bahkan   perselisihan   
antar   anggota   DPRD.  Oleh karena itu, anggota DPRD harus mempunyai latar 
belakang politik yang baik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. 

Peranan anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah sangat 
penting dan memiliki nilai yang strategis untuk dapat mengontrol kebijakan 
keuangan daerah secara ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. 
Akuntabilitas dan transparansi merupakan salah satu elemen penting untuk 
mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), adanya pengelolaan 
anggaran yang baik sangat penting bagi kelangsungan dan perkembangan 
organisasi karena erat kaitannya dengan kelangsungan hidup masyarakat banyak 
(Sayuti et al., 2018). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang pengelolaan keuangan daerah menjelaskan bahwa: (1) Pengawasan atas 
keuangan daerah dilakukan oleh dewan, (2) Serta adanya pemeriksaan 
pengelolaan keuangan daerah oleh eksternal BPK. Berdasarkan penjelasan diatas 
maka aspek penting dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi adalah 
masalah keuangan dan anggaran APBD. Oleh karena itu, diperlukan peran DPRD 
yang sangat besar untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah APBD.  

Kapabilitas yang baik harus dimiliki oleh setiap anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD) karena sangat berpengaruh dalam Pengetahuan Anggaran 
Anggota DPRD terhadap Kapabilitas dalam Pengawasan Keuangan Daerah. 
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Karena semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki oleh Dewan mengenai 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maka juga kapabilitas anggota 
DPRD dalam pengawasan- pengawasan keuangan Daerah akan semakin 
meningkat dan sangat berpengaruh. Apabila dalam tingkat pendidikan dan 
pengetahuan anggota DPRD rendah, maka juga kapabilitasnya juga rendah. Hal 
ini juga akan sangat berpengaruh terhadap rendahnya kemampuan untuk 
menjalankan suatu fungsi dan perannya anggota DPRD dalam pengawasan 
keuangan daerah (APBD). 

Kebaruan penelitian ini adalah adanya penambahan variabel transparansi 
kebijakan publik, yang dimana transparansi kebijakan publik adalah prinsip 
keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan 
mendapatkan akses informasi tentang keuangan daerah. Dengan adanya 
transparansi dapat menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk 
memperoleh informasi tentang penyelenggarakan pemerintahan. Semakin 
seorang DPRD menerapkan atau melakukan keterbukaan tentang anggaran maka 
tidak ada pandangan buruk masyarakat terhadap anggaran tersebut, maka dari 
itu di penelitian ini menambahkan variabel transparansi kebijakan publik. 
Sehingga perlu ditelaah lebih dalam variabel-variabel yang mempengaruhi peran 
DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Dalam penelitian ini variabel yang 
mempengaruhi peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah antara lain:  
political background, transaparansi kebijakan publik, dan pengetahuan dewan 
tentang anggaran.  

Beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai menurut (Dwi Cipta et 
al., 2016) dalam penelitiannya membuktikan bahwa political background 
berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah. Menurut (Ilfan 
Bereki., 2020) dalam penelitiannya membuktikan bahwa pengetahuan tentang 
anggaran berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah. Menurut 
Ilfan Bereki., 2020 dalam penelitiannya membuktikan bahwa Transparansi 
Kebijakan Publik, berpengaruh positif terhadap hubungan pengetahuan dewan 
dengan pengawasan APBD. 

Teori peran menyebutkan bahwa seorang individu dapat berperilaku sesuai 
dengan peran yang sedang dijalani. Setiap peran berhubungan dengan identitas 
yang menggambarkan individu tersebut dalam bertindak dalam suatu organisasi 
atau kelompok. Kaitannya dengan tugas seorang anggota dewan dalam 
mengawasi keuangan daerah, anggota dewan harus berperilaku sesuai dengan 
tanggungjawab dan tugas yang sedang dijalani. Artinya, anggota dewan harus 
berperilaku sesuai dengan tanggungjawab dan tugas yang sedang dijalankan. 
Dalam menjalankan tugasnya seorang anggota dewan dipengaruhi oleh political 
background. Political background tersebut meliputi: Pengalaman politik dan latar 
belakang partai politik. Semakin seorang anggota DPRD memiliki political 
background yang lebih baik maka pengawasan terhadap pelaksanaan keuangan 
daerah (APBD) akan semakin berkualitas dan baik.  

Dalam beberapa penelitian (Dwi Cipta et al., 2016) dan (Arianti et al., 2017) 
dalam penelitiannya membuktikan bahwa political background berpengaruh positif 
terhadap pengawasan keuangan daerah. 
H1: Political Background berpengaruh positif terhadap peran DPRD dalam 

pengawasan keuangan daerah (APBD). 
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Teori keagenan menjelaskan mengenai adanya hubungan yang terjadi 
antara prinsipal dan agen. Kaitannya dengan akuntansi sektor publik berarti 
masyarakat bertindak sebagai principal yang memberikan amanah kepada anggota 
dewan selaku agent untuk menjalankan tugasnya mengawasi keuangan daerah. 
Dalam pendekatan keagenan apabila dikaitkan dengan pemerintah daerah, 
pemerintah daerah atau eksekutif merupakan agen dan DPRD atau legislatif 
merupakan prinsipal. Dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawasan 
keuangan daerah seorang anggota dewan harus melakukan keterbukaan 
informasi tentang anggaran yang jelas kepada masyarakat. Semakin seorang 
DPRD melakukan keterbukaan tentang anggaran yang diakses oleh masyarakat 
maka kinerja tersebut semakin maksimal. 

Beberapa penelitian sebelumnya (Lambajang et al., 2018) dan (Neltje et al., 
2021) dalam penelitiannya membuktikan bahwa transparansi kebijakan publik 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuanagan daerah. 
H2: Transparansi Kebijakan Publik berpengaruh positif terhadap peran DPRD 

dalam pengawasan keuangan daerah (APBD) 
Berdasarkan pendekatan teori peran bahwa seorang individu dapat 

berperilaku sesuai dengan peran yang sedang dijalani. Kaitannya dengan tugas 
seorang anggota dewan, anggota dewan harus memahami perannya dalam hal ini 
peran yang dimaksud adalah tugas dan tanggungjawabnya sebagai pengawasan 
keuangan daerah (APBD). Untuk menjalankan tugasnya dalam mengawasi 
keuangan daerah dengan baik anggota dewan harus mengetahui mekanisme 
anggaran mulai dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata 
kelola keuangan daerah, proses penyusunan anggaran, sampai pada tahap 
pertanggungjawaban. Pengetahuan dewan tentang anggaran sangat erat 
kaitannya dengan kinerja sebagai pengawasan keuangan daerah. Semakin luas 
pemahaman tentang anggaran oleh anggota dewan makan semakin baik pula 
kualitas kinerja anggota dewan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah 
(APBD). Dengan pengetahuan anggaran yang luas maka anggota dewan dapat 
mengontrol jalannya APBD dengan baik dan meminimalisir terjadi kecurangan. 

Dalam penelitian sebelumnya yang menguji hubungan pengetahuan dewan 
tentang anggaran dengan peran anggota DPRD dalam mengawasi keuangan 
daerah (APBD), seperti yang dilakukan oleh (Hustianto., 2019); (Limbong et al., 
2020); (Dewi et al., 2019) dalam penelitiannya membuktikan bahwa pengetahuan 
tentang anggaran berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah.  
H3: Pengetahuan anggota dewan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap 

peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD). 
 

METODE PENELITIAN 
Lokasi penelitian ini dilakukan pada kantor DPRD Kabupaten Klungkung Jl. Raya 
Besakih, Semarapura Tengah, Kec. Klungkung, Kabupaten Klungkung, Bali dan 
pada kantor DPRD Kabupaten Badung Jl. Raya Sempidi, Sempidi, Kec. Mengwi, 
Kabupaten Badung, Bali.  
 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh komisi anggota DPRD 
Kabupaten Klungkung dan Badung. Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung dan Badung jumlah 
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DPRD 70 orang. Metode penentuan sampel yang dipakai dalam penelitian ini 
adalah metode non probability sampling dengan teknik sampling jenuh.  
 Teknik analisis regresi berganda, yang dimana digunakan untuk 
mengetahui atau memperoleh gambaran mengenai pengaruh variabel-variabel 
independen political background (X1), transparansi kebijakan publik (X2), serta 
pengetahuan dewan tentang anggaran (X3) mempengaruhi peran DPRD dalam 
pengawasan keuangan daerah (APBD) (Y). Bentuk persamaan umum regresi linier 
berganda: 

Y = a + β0 + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + β4 X4 + e…………………….(1) 

Y  = Peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD) 

 α= Konstanta 

X1 = Political background 

X2 = Transparansi kebijakan publik 

X3 = Pengetahuan dewan dependen tentang anggaran 

β   = Koefisien regresi 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil uji statistik deskriptif dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 1. 
Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif 

Variabel N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

Political Background 
(X1) 

70 17 30 27.49 2.908 

Transparansi 
Kebijakan Publik (X2) 

70 19 35 31.96 3.424 

Pengetahuan Dewan 
Tentang Anggaran (X3) 

70 16 30 27.49 3.059 

Peran DPRD dalam 
Pengawasan 
Keuangan Daerah (Y) 

70 19 30 27.64 2.632 

Sumber: Data Penelitian, 2021 

Variabel political background (X1) yang terdiri dari 6 item pertanyaan dan 
diukur dengan skala 1-5, memiliki nilai minimum sebesar 17 dan nilai maksimum 
sebesar 30. Nilai mean rata-rata sebesar 27,49 dengan standar deviasi sebesar 
2,908. Variabel transparansi kebijakan publik (X2) yang terdiri dari 7 item 
pertanyaan dan diukur dengan skala 1-5, memiliki nilai minimum sebesar 19 dan 
nilai maksimum sebesar 35. Nilai mean rata-rata sebesar 31,96 dengan standar 
deviasi sebesar 3,424. Variabel pengetahuan dewan tentang anggaran (X3) yang 
terdiri dari 6 item pertanyaan dan diukur dengan skala 1-5, memiliki nilai 
minimum sebesar 16 dan nilai maksimum sebesar 30. Nilai mean rata-rata sebesar 
27,49 dengan standar deviasi sebesar 3,059. Variabel peran DPRD dalam 
pengawasan keuangan daearah (APBD) (Y) yang terdiri dari 6 item pertanyaan 
dan diukur dengan skala 1-5, memiliki nilai minimum sebesar 19 dan nilai 
maksimum sebesar 30. Nilai mean rata-rata sebesar 27,64 dengan standar deviasi 
sebesar 2,632. 

Hasil analisis regresi linear berganda pada penelitian ini disajikan dalam 
Tabel 2 sebagai berikut: 
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Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda  

Model 
Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients Beta T Sig 

B Std. eror 

(CONSTANT) 5,692 2,111       2,696 0,009 
Political 
Backgrond (X1) 

0,343 0,104 0,379 3,315 0,001 

Transparansi 
Kebijakan Publik 
(X2) 

0,196 0,096 0,256 2,043 0,045 

Pengetahaun 
Dewan Tentang 
Anggaran (X3) 

0,227 0,087 0,264 2,611 0,011 

R Square                             
: 0,624 

     

Adjusted R Square              
: 0,607 

     

F Statistik                            
: 36,488 

     

Signifikasi                           
: 0,000 

     

Sumber: Data Penelitian, 2021 

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda menunjukkan nilai koefisien regresi 
dari variabel bebas (political background, transparansi kebijakan publik, dan 
pengetahuan dewan tentang anggaran) dan nilai konstanta variabel terikat (peran 
DPRD dalam pengawasan keuangan daerah), maka dapat diperoleh persamaan 
Regresi Linear Berganda sebagai berikut: 

Y = 5,692 + 0, 343 X1 + 0,196 X2 + 0,227 X3 
Berdasarkan persamaan diatas, maka dapat dijelaskan bahwa nilai koefisien 

political background (X1) yaitu 0,343 memiliki arti bahwa political background 
memiliki hubungan positif terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan 
daerah (APBD). Apabila political background (X1) meningkat maka peran DPRD 
dalam pengawasan keuangan daerah (APBD) (Y) akan meningkat. 

Nilai transparansi kebijakan publik (X2) yaitu 0,196 memiliki arti bahwa 
transparansi kebijakan publik memiliki hubungan positif terhadap peran DPRD 
dalam pengawasan keuangan daerah (APBD). Apabila transparansi kebijakan 
publik (X2) meningkat maka peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah 
(APBD) (Y) akan meningkat. 

Nilai koefisien pengetahuan dewan tentang anggaran (X3) yaitu 0,227 
memiliki arti bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran memiliki hubungan 
positif terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD). 
Apabila pengetauan dewan tentang anggaran (X3) meningkat maka peran DPRD 
dalam pengawasan keuangan daerah (APBD) (Y) akan meningkat. 

Hasil uji koefisien determinasi dengan adjusted R2 menunjukkan nilai dari 
adjusted R2 adalah sebesar 0,607 atau 60%, dimana memiliki arti bahwa 60% 
variansi peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD) dipengaruhi 
oleh variansi political background, transparansi kebijakan publik, dan pengetahuan 
dewan tentang anggaran, sedangkan sisanya sebesar 40% dipengaruhi oleh 
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variabel lain yang tidak dijelaskan dalam model penelitian ini, seperti variabel 
personal background yang pernah diteliti oleh (Yusra, 2018), variabel akuntabilitas 
publik oleh (Arianti et al., 2017), dan variabel partisipasi masyarakat oleh 
(Nursanti, Masdar Mas’ud, 2019). 

Hasil uji kelayakan model (uji F) yang disajikan pada tabel 4.3 dapat dilihat 
bahwa Fhitung sebesar 36,488 dengan signifikansi sebesar 0,000. Hal ini 
menunjukkan bahwa signikansi pada uji F memiliki nilai lebih kecil dari 0,05, 
sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang dibuat layak digunakan 
untuk menjelaskan pengaruh political background, transparansi kebijakan publik, 
dan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap peran DPRD dalam 
pengawasan keuangan daerah.  

Tabel 2 menunjukkan bahwa political background memiliki nilai signifikansi 
sebesar 0,001 dengan thitung bernilai positif sebesar 3,315. Nilai signifikansi variabel 
sebesar 0,001 lebih kecil dari taraf signifikansi sebesar 0,05 yang mengindikasikan 
bahwa H1 diterima. Hal ini berarti bahwa political background berpengaruh positif 
terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. 
 Berdasarkan hasil uji hipotesis, political background anggota DPRD 
berpengaruh positif terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah 
(APBD) yang mengartikan bahwa semakin tinggi political background yang dimiliki 
oleh DPRD, maka semakin baik pula peran DPRD dalam pengawasan keungan 
daerah yang dilakukan. Political background yang tinggi dalam penelitian ini terjadi 
apabila anggota DPRD memliki pengalaman yang cukup lama di partai politik, 
memiliki jabatan di partai politiknya, dan partai politik yang diikuti memberikan 
pengarahan tentang fungsi, tugas, dan tanggung jawab legislatif dengan baik dan 
benar. Seorang anggota dewan harus memiliki latar belakang politik yang baik 
agar dalam pelaksanaan tugasnya dapat dilaksanakan secara optimal. 

(Nursanti, Masdar Mas’ud, 2019); dan (Arianti et al., 2017) meneliti 
pengaruh political background terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan 
daerah di Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Pelalawan. Temuan 
penelitiannya menunjukan bahwa political background berpengaruh positif 
terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD). Temuan 
penelitian dengan variabel yang sama dilakukan di Kabupaten Klungkung dan 
Badung dalam penelitian ini memberikan hasil yang konsisten dengan penelitian 
sebelumnya. 

Maurice Duverger, (2010:102) berpendapat bahwa peranan adalah atribut 
sebagai akibat dari status, dan perilaku yang diharapkan oleh anggota-angota lain 
dari masyarakat. Berdasarkan penjelasan tersebut, peran berfungsi untuk 
membedakan perilaku dari orang yang menduduki posisi organisasi tertentu dan 
berfungsi untuk mempersatukan kelompok yang ada dalam organisasi dengan 
melengkapi spesialisasi dan fungsi koordinasi. Peran pada hakikatnya senantiasa 
mencakup serangkaian tindakan sosial yang di tugaskan kepada setiap individu 
dan kelompok dalam masyarakat, oleh karenanya perilaku seseorang itu 
bergantung pada faktor-faktor sosial, maka dari itu peran yang membentuk 
perilaku, dalam hal ini political background itu adalah peran dan pengawasan 
keuangan daerah merupakan perilaku. Artinya, perilaku pengawasan 
dipengaruhi oleh peran anggota DPRD yang terbentuk dari political background 
yang dimiliki oleh anggota dewan. 
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Temuan penelitian ini menunjukan bahwa posisi anggoa DPRD dengan 
salah satu tugasnya yaitu menyelenggarakan fungsi pengawasan keuangan 
daerah adalah sebuah peran, peran tersebut dibentuk dan dibangun oleh political 
background yang melatar belakangi seorang anggota DPRD. Oleh karena itu dalam 
upaya meningkatkan peran DPRD dalam pengawasan keungan daerah maka 
anggota DPRD harus senantiasa menjaga dan meningkatkan political background. 
Dalam perspektrum yang lebih luas partai politik memiliki tanggung jawab yang 
besar dalam memastikan calon anggota legislatif yang ikut dalam pemilu agar 
memiliki political background yang baik. 

Tabel 2 menunjukkan bahwa  transparansi kebijakan publik memiliki nilai 
signifikansi sebesar 0,045 dengan thitung bernilai positif sebesar 2,043. Nilai 
signifikansi variabel sebesar 0,045 lebih kecil dari taraf signifikansi sebesar 0,05 
yang mengindikasikan bahwa H2 diterima. Hal ini berarti bahwa transparansi 
kebijakan publik berpengaruh positif terhadap peran DPRD dalam pengawasan 
keuangan daerah. 

Berdasarkan hasil uji hipotesis, transparansi kebijakan publik berpengaruh 
positf terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD) yang 
mengartikan bahwa semakin tinggi keterbukaan informasi mengenai anggaran 
yang bisa di akses oleh masyarakat, maka semakin tinggi peran DPRD dalam 
pengawasan keuangan daerah (APBD). Transparansi yang menjamin akses atau 
kebebasan setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan 
pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan 
pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai ternyata sejalan dengan 
meningkatnya kinerja anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah 
(APBD). Keterbukaan kebijakan publik termasuk kebijakan anggaran yang mudah 
diakses oleh masyarakat ternyata berpengaruh terhadap kinerja anggota DPRD 
dalam pengawasan keuangan daerah. 

Lambajang et al., 2018 dan Ilfan, dkk 2020 meneliti transparansi kebijakan 
publik terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah di Wilayah 
Sulawesi Utara, dan di Kabupaten Pulau Morotai. Temuan penelitiannya 
menunjukan bahwa transparansi kebijakan publik berpengaruh positif terhadap 
peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD). Temuan penelitian 
dengan variabel yang sama dilakukan di Kabupaten Klungkung dan Badung 
dalam penelitian ini memberikan hasil yang konsisten dengan penelitian 
sebelumnya. 

Jensen dan Meckling, (1976) mendefinisikan hubungan yang terjadi antara 
prinsipal dan agen. Tindakan agen akan terpenuhi harapan prinsipal apabila ada 
keterbukaan informasi mengenai anggaran. Untuk itu anggota DPRD yang 
bertindak selaku agen sebagai wakil dari masyarakat yang bertindak sebagi 
prinsipal, akan lebih optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan APBD 
apabila terjadi keterbukan informasi mengenai anggaran atas tindakan-tindakan 
yang dilakukan oleh anggota DPRD. 

Temuan penelitian ini memberikan tambahan bukti empiris berlakunya 
teori keagenan dalam peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. 
Hubungan anggota DPRD yang bertindak selaku agen sebagai wakil dari 
masyarakat yang bertindak sebagi prinsipal dapat terjadi dalam situasi 
keterbukaan informasi mengenai anggaran, terbukti bahwa semakin terbuka 
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informasi mengenai anggaran, maka fungsi pengawasan yang dilakukan oleh 
DPRD semakin tinggi.  

Tabel 2 menunjukkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran 
memiliki nilai signifikansi sebesar 0,011 dengan thitung bernilai positif sebesar 2,611. 
Nilai signifikansi variabel sebesar 0,011 lebih kecil dari taraf signifikansi sebesar 
0,05 yang mengindikasikan bahwa H3 diterima. Hal ini berarti pengetahuan 
dewan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap peran DPRD dalam 
pengawasan keuangan daerah. 

Berdasarkan hasil uji hipotesis, pengetahuan anggota DPRD tentang 
anggaran berpengaruh positif terhadap peran DPRD dalam pengawasan 
keuangan daerah (APBD) yang mengartikan bahwa semakin tinggi pengetahuan 
yang dimiliki oleh anggota DPRD, maka semakin tinggi peran DPRD dalam 
pengawasan keuangan daerah (APBD). Berpengaruhnya variabel ini sangat logis, 
karena dalam melaksanakan fungsinya dalam pengawasan keuangan daerah 
seorang anggota dewan harus memiliki kemampuan dan pengetahuan dasar 
mengenai anggaran. Pengetahuan ini diperoleh dari pendidikan dan pengalaman. 
Pendidikan disini merupakan latar belakang pendidikan anggota dewan yang 
berasal dari pendidikan ekonomi atau pendidikan yang mempunyai kaitan 
dengan anggaran pemerintahan. 

Mandacan et al., 2018 dan Dewi et al., 2019, meneliti pengetahuan anggota 
DPRD tentang anggaran terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan 
daerah di Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Labuhan Batu, dan pada 
Kabupaten Sidoarjo. Temuan penelitiannya menunjukan bahwa pengetahuan 
anggota DPRD tentang anggaran berpengaruh positif terhadap peran DPRD 
dalam pengawasan keuangan daerah (APBD). Temuan penelitian dengan variabel 
yang sama dilakukan di Kabupaten Klungkung dan Badung dalam penelitian ini 
memberikan hasil yang konsisten dengan penelitian sebelumnya. 

Maurice Duverger, (2010:102) berpendapat bahwa peranan adalah atribut 
sebagai akibat dari status, dan perilaku yang diharapkan oleh anggota-angota lain 
dari masyarakat. Berdasarkan penjelasan tersebut, peran berfungsi untuk 
membedakan perilaku dari orang yang menduduki posisi organisasi tertentu dan 
berfungsi untuk mempersatukan kelompok yang ada dalam organisasi dengan 
melengkapi spesialisasi dan fungsi koordinasi. Pengetahuan dewan tentang 
anggaran erat kaitannya dengan fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan 
yang dimiliki oleh anggota dewan. Fungsi pengawasan DPRD memberikan 
kewenangan dalam pengawasan kinerja eksekutif dalam pelaksanaan APBD. 
Dalam situasi demikian seluruh anggota DPRD dituntut memiliki keterampilan 
dalam membaca “anggaran” serta memiliki kemampuan terlibat dalam proses 
anggaran didaerah sehingga seluruh anggota DPRD dapat bekerja secara efektif 
dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran. 

Temuan penelitian ini menunjukan bahwa dalam melaksanakan 
pengawasan terhadap APBD, anggota DPRD harus mengacu kepada peraturan 
yang berlaku. Hal ini juga mengindikasikan bahwa anggota dewan harus 
mempunyai bekal pengetahuan yang cukup mengenai anggaran. Oleh karena itu 
dalam upaya meningkatkan peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah 
(APBD), maka anggota DPRD senantiasa harus meningkatkan pengetahuan yang 
dimiliki. 
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Implikasi teoritis dalam penelitian ini adalah hasil dari penelitian dapat 
memberikan kontribusi pada pengaplikasian teori peran dan teori keagenan, 
pengujian dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan 
tentang anggaran khususnya pada pengawasan keuangan daerah. Hal penting 
yang harus dimiliki oleh anggota dewan untuk meningkatkan kinerjanya 
pengawasan adalah political background, transparansi kebijakan publik dan 
pengetahuan dewan tentang anggaran. pada dasarnya anggota dewan terlibat 
secara keseluruhan dalam proses penganggaran. Dalam fungsi pengawasan 
keuangan daerah (APBD) pengetahuan dewan tentang anggaran sangat penting 
untuk mengetahui dan mengidentifikasi dengan jelas alokasi dana dalam 
anggaran pemerintah daerah.  

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa political background, transparansi 
kebijakan publik, dan pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran merupakan 
variabel yang berpengaruh positif pada peran DPRD dalam pengawasan 
keuangan daerah (APBD). 
 
SIMPULAN 
Political background berpengaruh positif terhadap peran DPRD dalam pengawasan 
keuangan daerah. Hal ini berarti semakin positif political background anggota 
DPRD, maka semakin tinggi peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah 
(APBD). 

Transparansi kebijakan publik berpengaruh positif terhadap peran DPRD 
dalam pengawasan keuangan daerah. Hal ini berarti semakin tinggi keterbukaan 
informasi anggota DPRD mengenai kebijakan publik, maka semakin tinggi peran 
DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD).  

Pengetahuan anggota DPRD berpengaruh positif terhadap peran DPRD 
dalam pengawasan keuangan daerah. Hal ini berarti semakin tinggi pengetahuan 
yang dimiliki anggota DPRD, maka semakin tinggi peran DPRD dalam 
pengawasan keuangan daerah (APBD). 

Penelitian selanjutnya dapat menggunakan atau menambahkan variabel lain 
yang dapat mempengaruhi peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah 
(APBD). Hasil penelitian ini membuktikan bahwa political background, 
transparansi kebijakan publik, dan pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran 
merupakan variabel yang berpengaruh positif pada peran DPRD dalam 
pengawasan keuangan daerah (APBD), maka untuk itu bagi DPRD Kabupaten 
Klungkung dan Badung harus meningkatkan political background yang baik, selalu 
mengedepankan transparansi dalam menjalankan tugas-tugasnya, dan 
meningkatkan pengetahuan tentang anggaran. 
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